Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia X

Setelah mendengar dan memperhatikan

(1) sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

(2) laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

(3) paparan 6 makalah pleno tunggal, 16 makalah sidang pleno panel, 104 makalah
sidang kelompok yang tergabung dalam 8 topik diskusi panel, dan

(4) diskusi yang berkembang selama persidangan,

KBI X merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui
penerjemahan dan penerbitan, baik nasional maupun internasional, untuk
mengejawantahkan konsep-konsep ipteks berbahasa Indonesia guna menyebarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.

2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan
penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan dalam

implementasi Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.

3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian

bahasa dalam buku materi pelajaran.

4. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia
untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkukuh jati

diri dan membangkitkan semangat kebangsaan.

5. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter

untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa.

6. Pemerintah perlu memfasilitasi studi kewilayahan yang berhubungan dengan sejarah,
persebaran, dan pengelompokan bahasa dan sastra untuk memperkukuh NKRI.
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Pemerintah perlu menerapkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk
menyeleksi dan mempromosikan pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, guna memperkuat jati diri dan kedaulatan NKRI, serta memberlakukan UKBI

sebagai “paspor bahasa” bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

Pemerintah perlu menyiapkan formasi dan menempatkan tenaga fungsional

penyunting dan penerjemah bahasa di lembaga pemerintahan dan swasta.

Untuk mempromosikan jati diri dan kedaulatan NKRI dalam rangka misi perdamaian
dunia, Pemerintah perlu memperkuat fungsi Pusat Layanan Bahasa (National
Language Center) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa.

Kualitas dan kuantitas kerja sama dengan berbagai pihak luar negeri untuk
menginternasionalkan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan,
baik di tingkat komunitas ASEAN maupun dunia internasional, dengan dukungan

sumber daya yang maksimal.

Pemerintah perlu melakukan “diplomasi total” untuk menginternasionalkan bahasa

Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Presiden/wakil presiden dan pejabat negara perlu melaksanakan secara konsekuen
Undang-Undang Rl Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010
tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil

Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa

Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi kebijakan penggunaan bahasa dan

pemanfaatan sastra untuk mendukung berbagai bentuk industri kreatif.
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Pemerintah perlu lebih meningkatkan kerja sama dengan komunitas-komunitas sastra
dalam membuat model pengembangan industri kreatif berbasis tradisi lisan, program
penulisan kreatif, dan penerbitan buku sastra yang dapat diapresiasi siswa dan

peminat sastra lainnya.

Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informatika dalam

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Pelindungan bahasa-bahasa daerah dari ancaman kepunahan perlu dipayungi dengan

produk hukum di tingkat pemerintah daerah secara menyeluruh.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan
penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan pemerkayaaan dan peningkatan
daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan

pilar penting NKRI.

Pemerintah perlu memperkuat peran bahasa daerah pada jalur pendidikan formal
melalui penyediaan kurikulum yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan faktual
daerah dan pada jalur pendidikan nonformal/informal melalui pembelajaran bahasa

berbasis komunitas.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan pengawasan

penggunaan bahasa untuk menciptakan tertib berbahasa secara proporsional.

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung eksistensi karya
sastra, termasuk produksi dan reproduksinya, yang menyentuh identitas budaya dan

kelokalannya untuk mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia.

Penggalian karya sastra harus terus digalakkan dengan dukungan dana dan kemauan
politik pemerintah agar karya sastra bisa dinikmati sesuai dengan harapan masyarakat

pendukungnya dan masyarakat dunia pada umumnya.
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Pemerintah perlu memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada sastrawan
untuk meningkatkan dan menjamin keberlangsungan daya kreativitas sastrawan
sehingga sastra dan sastrawan Indonesia dapat sejajar dengan sastra dan sastrawan

dunia.

Lembaga-lembaga pemerintah terkait perlu bekerja sama mengadakan lomba-lomba
atau festival kesastraan, khususnya sastra tradisional, untuk memperkenalkan sastra
Indonesia di luar negeri yang dilakukan secara rutin dan terjadwal, selain mendukung

festival-festival kesastraan tingkat internasional yang sudah ada.

Peran media massa sebagai sarana pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di
kancah internasional perlu dioptimalkan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengingatkan dan memberikan teguran agar

lembaga penyiaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerima usulan dari masyarakat untuk
menyampaikan teguran kepada lembaga penyiaran yang tidak menggunakan bahasa

Indonesia dengan baik dan benar.

Diperlukan kerja sama yang sinergis dari semua pihak, seperti pejabat negara, aparat
pemerintahan dari pusat sampai daerah, media massa, Dewan Pers, dan Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, demi terwujudnya bahasa media massa yang

logis dan santun.

Literasi pada anak, khususnya sastra anak, perlu ditingkatkan agar nilai-nilai karakter

yang terdapat dalam sastra anak dipahami oleh anak.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus memperkuat unit yang

bertanggung jawab terhadap sertifikasi pengajar dan penyelenggara BIPA.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan para pakar
pengajaran BIPA dan praktisi pengajar BIPA mengembangkan kurikulum, bahan ajar,

dan silabus yang standar, termasuk bagi Komunitas ASEAN.
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32. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memfasilitasi pertemuan rutin dengan
SEAMEO Qitep Language, SEAMOLEC, BPKLN Kemendikbud, dan perguruan tinggi
untuk menyinergikan penyelenggaraan pengajaran BIPA.

33. Pemerintah Indonesia harus mendukung secara moral dan material pendirian pusat

studi/kajian bahasa Indonesia di luar negeri.
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